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ABSTRAK
Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakibatkan

terjadinyva perubahan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indoncsia, termasuk dalam hal ini kekuasaan Presiden
delam bidang legislasi Perubahan dilatar belakangi adanya kehendak untuk membangun pemerintahan vang
demaokratis dengan " checks and balances " vang setara dan seimbang diantara cabang - cabang kekuasan
Sebelum Amandemen Pasal 5 Ayat | Undang ~ Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwasanya Presiden
memegang kekuasaan membentuk undang-undang setelah Amandemen Presiden hanya berhak mengajukan
rancangan undang — undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Hal ini lebih dipertegas dalam Pasal 20 Avat |
Amandemen yang menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang,
disini terlihat terjadinya pergeseran kekuasan Presiden dalam bidang legislasi Amandemen merupakan suatu
upaya untuk mengurangi kekuasaan Presiden vang terlalu besar Sehubungan hal di atas timbul beberapa
permasalahan diantaranya @ (1), Bagaimana fungsi Presiden setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, (2) Bagaimana Fungsi legislasi Presiden bila dikaitkan dengan sistem
pemeritahan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Untuk menjawab
permasalahan di atas, peneliti melakukan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan guna
memperoleh data sekunder melalui dokumen yaitu dengan cara menggumpulkan, mempelajari dan menganalisa
teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas Berdasarkan
penelitian yang penulis lakukan terlihat bahwa terjadi pergeseran fungsi legislasi Presiden dalam hal pembentukan

undang-undang dari tangan Presiden ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat, namun pada prinsipnya Presiden dan
Dewan Perwakilan Kakyat tetap bekerjaaama dalam hal pembentukan undang-undang karena Presiden nantinya
vang akan mengesahkan rancangan undang-undang yang telah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Di sini
peran serta dan kerjasama yang baik antara Presiden dan lembaga-lembaga negara yang lain sangat diperlukan

demi tervagjudnya tujuan Negara
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan sejarah ketatancgaran Indoncsia telah mengalami banvak
perubahan, salah satunya dapat dilihat pada Amandemen Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( UUD 1945 ). Negara
Indonesia sebagai negara hukum telah melakukan Amandemen terhadap ULID
1945 sebanvak 4 ( empat ) kali. Amandemen UUD 1945 tegjadi darni Tahun
1999-2002 wvang mengakibatkan penambahan dan pengurangan lembaga
negara termasuk dalam hal ini tegadi perubahan kekuasaan Presiden dalam
hidang legislasi,

Amandemen terhadap UUD 1945 telah menimbulkan banyak
perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satunva dapat dilihat
dari terjadinva perpeseran keknasaan Presiden dalam bidang [egislasi, dimana
Presiden tidak lagi berwenang menpajukan undang-undang akan tetapi hanya
mengajukan rancangan undang-undang. Salah satu alasanya adalah untuk
membatasi kekuasaan Presiden yang terlalu besar. Disamping adanva
penambahan dan pengurangan lembapa negara dalam sistem ketatancparan
Republik Indonesia.

Sistem UUD 1945 terlalu menckankan pada fungsi dan kekuasaan

eksekutif dalam hal ini Presiden tanpa membuka ruang chencks and balances

sehingga UUUD 1945 menjadi instrumen politik vang ampuh bagi tumbuh




kembangnya otoritarianisme sebagaimana dipmktekan pada masa orde lama,
terlebih lagi arde bar
UUD 1945 telah memberikan batasan vang jelas antara wewenang
lembaga eksekutif, vudikatif dan lemslatif. namun dalam  prakiek
ketatanegaraan ternyata lembaga Negara ini saling melengkapi satu sama
lainnya, lembaga eksekutif tidak akan dapat melaksanakan tugasnya tanpa ada
lembaga legislatif dan yudikatif begitu pula sebaliknva, Dalam hal ini,
Presiden sebaga kepala negara sekalipus sebagai kepala pemenntahan juga
merupakan administrator Negara tertinggi atau pejabat Tata Usaha Negara
vang tertinggi. 5
4 Melihat dan memperhatikan perjalanan sejarah kenegaraan Republik
Indonesia perkembangan pemikiran dan praktik mengenar prinsip negara
! hukum diakw banvak mengandung kelemahan dimana hukum menjadi alat
bagi kepenungan penguasa, kelemahan tersebut sebapaimana dikutip Ikhsan
Rosyada Parluhutan Daulay dalam Abdul Hakim G. Nusantara menyatakan:

e

Dikarenakan pranata — pranata hukum lebih banvak dibanpun untuk
melegitimasi  proses rtekavasa sosial, dan untuk  memfasilitasi
pertumbuhan ekonomi secara sepihak dimana sebagian hukum belum
berfungsi sepenuhnya sebagai sarana dalam mengangkal harkat dan
martabat rakyat *.”

i sini terlihat bahwasanya penegakan atas hukum itu sendiri masih
lemah, dengan kata lain twuan hukum yang pada hakikatmya untuk

memberikan perlindungan dan pengavoman kepada masyarakat dalam rangka

' lkhsan Rosvda Parluhutan Daulay, Adehbomeh Koneitst Mesghanu, Keberadaonva. Dalaw
Sivtem Keratanegaraan Republik Indonesia, Jakard. Biseka Clpra 2006, blm, Bl 2

* Ni'matul Huda, fembasa Nepara Dalam Mast Freisist Demekreye 1 PridisYesyakanah 20672007
hilm 491

¥ Ikhsan Rosvda Parluhutan Daulay, Op., Cit, film |22




BABR IV
PENLUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebelum diadakan perubalan terhadap UUD 1945 kekuasaan dan fungsi
ekselatif sangat tidak rerbaras, setinggea tidak tecdapat checks and balavices
dalam sistémn ketatanegarazn. Dalam hal ini kekuasaan vang demikian besar
serng disslshzunakan olch lembaga eksekutif dalam hal ini Presiden.
Setelah dindakan perubahan terhadap UUD 1945, kekuasaan eksekutif tetap
berada di tangan Presiden dengan disertal pembatasan kewenangan dan
funpgsinya, demi tercapainva fungsi checks and halances, dan mewuijudkan
tujuan Negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945,
Sebelum UUD 1945 diamendemen kekuasaan nepara cenderung bersifat
executive heavy, setelah UUD 1945 diamandemen kekuasaan negara
cenderung berubah menjadi /fegisiative heavy. Dalam melaksanakan
tugasnya dalam sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan Presiden
harus berdasarkan UUD 1945, Ketetapan MPR dan peraturan perundang-
undangan vang berlaku. Dalam hal ini jangan sampai ada hak dan warga
negara vang terlanggar akibat adanva snatn putusan yang dikeluarkan oleh
Presiden, dalam hal im Presiden harus melaksanakan sistem pemenntahan
secara demokratis. Amandemen ULD 1945 memang berusaha untuk
mengurangl kekuasaan yang begitu besar vang berada di tangan Presiden.
Perubahan ULUD 1;45 mengakibatkan pengalihan kekuasaan Presiden

dalam bidang legislasi. Perubahan L/LID 1945 mengakibatkan terjadinya

44
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